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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Periode 55 dilakukan 

selama 5 minggu, dimana 3 minggu pertama dilakukan secara online 

dan 2 minggu terakhir dilaksanakan secara offline di Apotek Megah 

Terang mulai tanggal 18-29 Agustus 2020, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membantu 

meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker tentang 

peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam 

melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.  

2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membantu calon 

Apoteker memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman dalam melakukan pelayanan resep dan non-

resep, serta konseling dan pelayanan informasi obat pada 

pasien.  

3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membantu calon 

Apoteker memahami sistem manajemen Apotek seperti 

perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan 

pelaporan.  

4. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membantu 

mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku 

dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi 

dan pekerjaan kefarmasian di apotek.  

5. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan 

gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian 
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di Apotek dan bagaimana tindakan seorang Apoteker dalam 

memberikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. 

 

5.2 Saran  

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 

baik secara online maupun offline yang dilaksanakan di Apotek 

Megah Terang  mulai tanggal 18-29 Agustus 2020, terdapat beberapa 

saran seperti: 

1. Mahasiswa calon Apoteker perlu membekali diri dengan 

pengetahuan seperti manajemen pengelolaan apotek, 

pelayanan kefarmasian di apotek, peraturan perundang-

undangan di apotek, serta pengetahuan terkait obat dan 

penggunaannya. 

2. Mahasiswa calon Apoteker perlu meningkatkan 

kemampuan dalam berkomunikasi saat memberikan 

pelayanan kefarmasian berupa Pelayanan Informasi Obat, 

pelayanan swamedikasi, dan KIE pada pasien sehingga 

seluruh informasi dapat tersampaikan dan dipahami oleh 

pasien. 

3. Mahasiswa calon apoteker harus aktif dalam melaksanakan 

kegiatan PKPA di apotek agar mendapatkan informasi yang 

optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, 

dan keterampilan dalam mengelola apotek. 
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